
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah (2001: 12), tindak pidana adalah kelakuan manusia yang

dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang

menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal menyebabkan orang tersebut

menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut

dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan

perundang-undangan yang berlaku (Kartini Kartono, 2001: 127)

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang

melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan
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dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Batasan penjelasan di atas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukan

Moeljatno (2000:126) , yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral

dan anti social akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di

kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat

kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama

dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap

tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan

menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan

peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku

kriminal akan diberikan sanksi hukum akibat pemidanaan. Sanksi tersebut

merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.
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2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor

pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari

sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat

psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan

perilaku, perasaan, dan pikiran.

Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI

(2001: 5), narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh

manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi

kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan

tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja).
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2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan

dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh:

morfin, petidin).

3) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi

atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein).

Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan [Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika]. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk

menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan

narkotika dengan memperoleh imbalan. [Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika].

B. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Sudarto (1983: 109), penanggulangan tindak pidana disebut juga dengan

kebijakan kriminal (criminal policy) yaitu suatu usaha untuk menanggulagi

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa

keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap
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berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,

berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dijadikan untuk menanggulangi

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang

Menurut E. Utrecht dan M. Saleh Djinjang (1982), pelaksanaan penanggulangan

tindak pidana dilakukan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh

badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan

dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum

pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta

menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh

pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan dayaguna tahap ini

dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana
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pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan pidana yang

telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. dalam melaksanakan pemidanaan

yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana

pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan

nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penanggulangan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas

harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan

suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain

sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya

sekedar pengobatan simptomatik.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus

mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal

ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha
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yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik

kriminal) menggunakan dua upaya, yaitu:

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

2. Upaya Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya

kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2001: 158).

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,

dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada

keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan

non-penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan

masyarakat.

D. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas
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adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011 Tentang Rencana

Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka diketahui bahwa Lembaga

Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan ujung

tombak pelaksanaan azas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan

pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan,

rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga pemasyarakatan

tersebut, maka lembaga pemasyarakatan perlu dilengkapi dengan sarana dan

prasarana agar dapat melaksanakan program.

Selanjutnya menurut Pasal Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor: M.01.PR.07.03 TAHUN 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Lembaga Pemasyrakatan, maka diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Untuk

selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana tehnis

dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. LAPAS dipimpin oleh

seorang Kepala.

Pasal 2 menyebutkan bahwa LAPAS mempunyai tugas melaksanakan

pemasyrakatan narapidana/ anak didik. Pasal 3 menyebutkan bahwa untuk

menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi

sebagai berikut:
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a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja

c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.


